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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009;

1. S2 Hukum / Manajemen/Komunikasi;
2. S1 Hukum / Syari’ah/Komunikasi;
3. D3 Administrasi.




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi
Publik;

Peraturan Menpan RB Nomor
Per/20/M.PAN/04 /2006 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menpan RB Nomor 35 Tahun 2012
tentang Standar Penyusunan SOP;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
2-144/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
02 Tahun 2012 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI
Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan

Agama.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Informasi Berbasis IT;

2. SOP Pelayanan Pengaduan;
3. SOP Pelayanan PTSP.

1. Komputer, Printer dan Alat Tulis
Kantor;
2. Buku Pedoman dan Peraturan;

3. Formulir Permohonan Informasi.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika

Standar

Operasional

Informasi tidak akan tercapai.

Prosedur

(SOP)

terlaksana, maka pelayanan Prima dan keterbukaan

tidak

1. Formulir permohonan informasi;
2. Buku tamu elektronik.

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
NO.
2 KEGIATAN Petugas
E . | PJ.Infromasi | PPID | Kelengkapan | Waktu Output
Informasi
Menerima permohonan . Permohonan
informasi dan menyediakan Formulir 5 Informasi
L. formulir permohonan @ P(.ermohonz.m Menit dapat
. . informasi . .
informasi dilayani
Mengisi Register v Formulir 5 Tercatat
2. . . permohonan, . dalam
permohonan informasi . Menit .
buku register register
Menc'arl informasi yang Formulir
diperlukan dan v
Permohonan .
meneruskan . . 30 Tersedianya
3. . . informasi . . .
permohonan informasi Menit informasi
ke penanggung jawab
(jika tidak perlu izin PPID)
v
. Diketahuinya
s . Formulir . h
Mempelajari informasi 30 informasi
4. . Permohonan .
yang diperlukan informasi Menit yang
diperlukan
.. . Formulir
Melakukan uji konsekuensi .
. Permohonan . Terbitnya
S. dan menyampaikan Iya . . 2 Hari
. . » informasi ijin PPID
pemberitahuan hasilnya /
v
Tidak
Memberikan penjelasan .
dan menyerahkan v Formulir 20 Diterimanya
6. . . . Permohonan . . .
informasi yang diminta . . Menit informasi
informasi
Pemohon

Total waktu yang diperlukan : 2 Hari 1 Jam 30 Menit




